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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat 

hingga pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini 

membuat perubahan pada masyarakat. Hubungan antar sesama masyarakat yang 

semakin meluas dan tanpa batas baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun 

budaya.1 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah 

penguna Internet sepanjang tahun 2018 mencapai 171,17 Juta jiwa atau setara 

dengan 64,8% dari 264,16 juta penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya 2017 

APJII mencatat pengguna internet mecapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari 262 

juta penduduk Indonesia.2 Artinya pada setiap tahun pengguna internet di 

Indonesia terus meningkat. 

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era sekarang salah satunya 

yakni pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan online atau e-commerce. 

Namun perkembangannya tidak hanya pada industri bisnis namun juga merambah 

industri keuangan salah satunya pinjam meminjam uang secara online yang bisa 

                                                 
1 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 

29 
2 Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Diaskses dari 

https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-

2018, pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 23.17 WIB. 

https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-2018
https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-2018
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di akses oleh masyarakat melaui internet dan gadget. Perkembangan teknologi dan 

informasi ini juga dapat menimbulkan perubahan yang baik maupun yang buruk.  

Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, pada senyatanya masyarakat 

menyambut baik perkembangan teknologi tersebut. Pinjam meminjam uang yang 

menjadi andalan lembaga keuangan. Berbicara mengenai pinjam meminjam 

termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat. 

Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan:  

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan 

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang 

sama pula.” 

 

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata 

tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek 

perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena 

pemakaian sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang 

mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu 

kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, 

pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah 

yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka  
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peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat 

dibelanjakan.3 

Pada sistem perekonomian lembaga keuangan memiliki peran yang sangat 

signifikan. Sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat. Lembaga 

keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni lembaga keuangan bank, 

lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.4 

Menurut Yeager dan Seitz, lembaga keuangan memiliki 4 peran yakni, 

sebagai transmutasi aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi 

keuangan.5 Bank yang awalnya merupakan lembaga yang dijadikan alternatif 

masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana masyarakat luas. Seperti yang 

diketahui fungsi perbankan sendiri yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat yang melahirkan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank 

dan nasabah.6 

Namun pada kenyataan sekarang bank tidak memberikan kemudahan 

pemberikan pinjaman dana kepada masyrakat. Untuk meminjam dana melalui 

perbankan harus memiliki barang jaminan dan juga syarat pinjaman di bank relatif 

sulit untuk dipenuhui. 

                                                 
3 Ivana Elvia Ningrum, Skripsi, Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam 

Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, 

Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 3 
4 Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 17. 
5 Ibid, hlm. 9. 
6 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 

36. 
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Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. 

Inovasi yang akan menjadi solusi pada perkembangan ini yakni Fintech atau 

Financial technology. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang 

membuat teknologi menjadi posisi utama pada kehidupan masyarakat. Kegiatan 

interaksi pun tak luput dari teknologi. Konsumen pun semakin tergantung pada 

teknologi yang membuat transaksi jasa keuangan online yang semakin menjamur. 

Perkembangan perusahaan fintech yang semakin popular di Indonesia dan semakin 

dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain :7 

1. Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan 

transaksi keuangan secara online; 

2. Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan 

konvensional yang lebih kaku; 

3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital; 

4. Industri keuangan online yang lebih simple bagi pemain usaha start-

up dan; 

5. Penggunaan sosial media yang memungkinkan industri fintech 

berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosisal media 

bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah.  

                                                 
7 Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, diakses dari 

http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/, pada tanggal 12 September 2019  pukul 

11.37 WIB. 

http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/
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Fintech dapat di artikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi 

informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.8 Pada 

perkembangannya ada beberapa jenis Fintech yakni Peer to peer lending (P2PL), 

Crowdfunding, Suppy Chain Finance, dll. Peer to peer lending adalah sebuah 

platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang 

membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. Peer to peer lending 

memberikan harapan akan adanya return yang kompetitif walau dengan modal 

kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman.  

Layanan Peer to peer lending ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir 

kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. 

Layanan keuangan seperti Peer to peer lending sangat relevan dan menjadi angin 

segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan 

rumah, yakni: Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi 

keuangan masyarakatnya.9  

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya 

penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang 

berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan 

oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki 

                                                 
8 Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan 

Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 8 
9 Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru 

Keuangan Di Indonesia”, Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 

3, Nomor 2, 2019, hlm. 191 
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mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini 

dilihat dari cara perjanjian online itu lahir. 

Fintech memiliki tujuan yakni agar membuat masyarakat lebih mudah 

dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan 

dan meningkatkan literasi keuangan. Peningkatan pengggunaan fintech pada masa 

sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang 

mengembangkan pada sistem mobile maupun website.  Perusahaan Fintech 

lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia per 7 agustus 2019 

yakni 127 perusahaan.10  

Salah satu nya yakni Danamas yang telah terdaftar pada tanggal 6 juni 

2017, Danamas sendiri dilahirkan PT. Pasar Dana pinjaman yang bisa diakses 

melalui android. Contoh lainnya yakni Uang Teman yang telah terdaftar pada 

tanggal 24 mei 2019, uang tema sendiri dilahirkan dari PT. Digital Alpha Mandiri 

yang bisa di akses dari android. Menyediakan pinjaman untuk masyarakat 

Indonesia dan untuk saat ini melayani daerah Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, 

Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Palembang, 

Lampung, Jambi dan Balikpapan.11 Salah satu nya yakni aplikasi Kredit Pintar 

yang telah terdaftar pada tanggal 06 April 2018, Kredit Pintar merupakan platform 

                                                 
10Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019, diakses dari 

https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-

Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.38 WIB 
11 Uang Teman diakses dari https://uangteman.com/about, pada 29 Agustus 2019 Pukul 22. 43 

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx
https://uangteman.com/about
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yang lahir dari PT. Kredit Pintar Indonesia. Kredit Pintar hingga saat ini 

mempunyai 1,4 JT orang.12 

Seiring perkembangan fintech yang semakin pesat ini, membuat harus 

adanya pengawasan oleh lembaga tertentu. Maka dari itu adanya regulasi dan 

pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan. 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) menyatakan: 

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga 

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”. 

 

 Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dapat dilihat dari Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

yang menyatakan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan”. Lebih spesifik lagi lagi terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yakni :  

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan  

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.” 

 

Apabilla melihat dari ketiga peraturan tersebut maka OJK lah yang 

mengawasi tumbuh kembangnya fintech ini. Pinjam meminjam uang berbasis 

                                                 
12 https://www.kreditpintar.com/home-id/ diakses pada 29 Agustus 2019 Pukul 23.10 WIB 

https://www.kreditpintar.com/home-id/
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teknologi informasi atau sering kita kenal sebagai pinajam meminjam uang online. 

Adapun lembaga yang mengawasi lalu lintas keuangan yakni Otoritas Jasa 

Keuangan atau sering disebut OJK menerbitkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi pada 28 

desember 2016. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi menyatakan bahwa: 

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” 

 

Pengawasan pinjam meminjam uang secara online ini harus menjadi 

perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan 

sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan  OJK 

terhadap pinjam meminjam uang secara online. OJK telah menghimbau kepada 

masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan fintech berbasis pinjam meminjam 

online. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa 

perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga 

perusahaan yang belum terdaftar pada OJK. 

 Adanya fintech yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak 

sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari 

pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko 

tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Pinjam meminjam uang secara 
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ilegal misalnya melalui SMS. Beberapa hal yang sering masyarakat dapatkan 

misalnya SMS yang disampaikan oleh Ksp Sejahtera Bersama dengan nomor 

handphone 082346538789 yang menawarkan pinjaman berbasis online 5jt/500 jt. 

Adapun yang lainnya yakni Ksp Nasari dengan nomor handphone 

083138509251 yang menawarkan pinjaman online 5jt-300 jt tanpa agunan dengan 

suku bunga 2%. Adapun dengan nomor handphone 085315619274 dengan tidak 

memiliki nama perusahaan yang menyediakan dana 3jt-200jt dengan bunga 0% 

dengan jaminan hanya KK/KTP. Dari sebagian data di atas, tidak satupun 

perusahaan yang terdaftar di OJK, maka dari itu dapat dikatakan perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan pinjaman online yang illegal.  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sangat penting karena 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna melindungi kepentingan umum 

namun tetap memperhatikan pengembangan bisnis bagi industri. Tapi kenapa 

masih ada saja perusahaan yang enggan mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa 

Keuangan untuk menjadi perusahaan fintech yang resmi. Sebagaimana kasus yang 

terjadi di Solo dengan inisial M yang saat itu meminjam uang secara online senilai 

5 juta lalu menunggak selama 2 bulan hingga menjadi 75 juta.13 

Pada praktiknya, banyak kemunculan perusahaan-perusahaan fintech yang 

tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah 

ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih 

                                                 
13https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-

lending-ilegal-dan-legal di akses pada 29 Agustus 2019 Pukul 23.45 WIB 

https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal
https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal
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dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Pada Pasal 

7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: 

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Tanpa 

adanya izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan fintech ilegal dilakukan 

dengan cara menyimpang dalam pelaksanannya dengan tidak berdasarkan 

peraturan dan POJK dalam kegiatan perusahaan fintech.14 

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa di sebut 

dengan peer to peer lending (P2PL) adalah salah satu produk yang dihasilkan dari 

fintech. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoitas Jasa Keuangan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, perihal fintech yang berkembang pesat 

di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya 

karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal fintech yang 

tidak terdaftar/ilegal. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi 

pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform online. Oleh karena itu, masalah 

perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai 

                                                 
14Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer 

to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 11 
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negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, 

namun tidak dengan Indonesia.15  

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam 

meminjam online ini seperti yang disebut tadi mengenai bunga yang melonjak saat 

meminjam uang secara online. Pada dasarnya OJK telah mengeluakan Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan 

dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa: “PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data 

dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”. Namun, 

masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, 

diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak fintech sebagai pemberi 

pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi 

mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam 

atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.16  

 Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

terhadap pinjam uang secara online harusnya perusahaan peminjaman uang tidak 

semena-mena terhadap nasabah. Maka dari itu hal-hal seperti ini perlu dikaji lebih 

lanjut dan dikaji secara mendalam. Sebagaimana latar belakang di atas, maka 

                                                 
15 Aldrian Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi (Peer to peer lending) Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di 

Indonesia”, Skipsi, Medan: Universitas Sumatera Utara,  2018, hlm 5 
16Korban pinjaman online, diakses dari https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-

online-di-indonesia-gugat-OJK-karena-data-pribadi-disebarkan, pada tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 

23.48 WIB 

https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan
https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan
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penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 

TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (STUDI 

OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang akan 

dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang menggunakan 

pinjam meminjam uang berbasis online ini?  

2. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam 

uang secara online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada skripsi ini, yakni: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pinjam meminjam 

uang secara online. 

2. Untuk menganalisis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam 

meminjam uang secara online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai 

berikut : 
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1. Secara Teoritis 

a) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya 

pada perkembangan Financial technology atau Fintect. Dengan 

memperhatikan beberapa aspek dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan perlindungan bagi nasabah pinjam meminjam online ini. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya atas 

permasalahan yang berkaitan dan dapat digunakan sebagai sumber 

kepustakaan dalam penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi 

bagi para pihak yang berkepentingan seperti praktisi hukum, masyarakat 

mengenai pinjam meminjam uang secara online, dan juga mahasiswa fakultas 

hukum universitas sriwijaya terutama pada bidang perdata.  

 

E. Ruang Lingkup 

Batasan pada ruang lingkup pada skripsi ini mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam 

uang secara online terhadap perlindungan hukum nasabah. Dalam penelitian ini 

akan membahas mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam 

meminjam uang yang dilakukan secara Ilegal. 
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F. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam 

membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan 

dengan masalah yang di angkat, antara lain : 

1. Teori Pengawasan  

Pengawasan menurut Sondang P Siagian yakni suatu proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentuan sebelumnya.17 Menurut Sujamto, 

pengawasan merupakan segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, 

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.18 

Menurut Prayudi pengawasan merupakan suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau 

diperhatikan.19 

Sedangkan Saiful Anwar mengatakan bahwa pengawasan atau Kontrol 

terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas 

                                                 
17 Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm. 135 
18 Sujamto, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta: Sinar Grafika, 

1990, hlm. 17 
19 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1981, hlm. 80 
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yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan atau terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan.20 

Jika melihat dari pengertian di atas maka mengkehendaki pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan yakni mengawasi, mengetahui, dan menilai juga 

mengenai pinjam meminjam uang secara online legal atau illegal. 

2. Teori perlindungan hukum  

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto 

Raharjo munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum 

alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, 

dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum 

dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa 

hukum dan moral merupakan cerminan aturan serta eksternal dari kehidupan 

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.21  

Menurut Satjipto perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

                                                 
20 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Glora Madani Press, 2004, 

hlm. 80 
21 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53  
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juga prefiktif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang 

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan poliik untuk memperoleh 

keadilan sosial.22 

Menurut Philipus M. hadjon perlindungan hukum merupakan 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum bersadarkan ketentuan hukum 

dan kesewenangan.23 

Jadi, jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum 

dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan 

hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni 

mencegah sengketa untuk terjadinya pinjaman online secara illegal. 

Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah 

terjadinya pinjaman secara illegal. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan 

hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan 

tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.  

3. Teori Tanggung Jawab 

 Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada 

pertanggung jawaban yakni liability dan responsibility. Secara umum prinsip 

tanggung jawab hukum yang dikenal adalah prinsip tanggung jawab 

                                                 
22 Ibid, hlm. 55 
23 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Diindonesia, Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987, hlm. 1 
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berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung 

jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dan prinsip 

tanggung jawab mutlak.24 

 Liability adalah istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua 

karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang 

mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau 

potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Tanggung jawab 

liability diartikan kewajiban membayar ganti kerugian diderita.25  

Responsibility adalah hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban dan termasuk putusan, keterampilam, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Tanggung jawab responsibility dapat diartikan sebagai wajib 

menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, 

dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, 

meneima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.26 

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, 

pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan 

                                                 
24 Shidart, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana 

Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79 
25 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 

335-337 
26 ibid 
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kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang 

memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum 

“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority 

without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan 

tanpa pertanggungjawaban).27 

Dengan memperhatikan pengertian menurut para ahli di atas maka  

keterkaitan antara tanggung jawab dengan pengawasan OJK yakni 

menekankan bahwa OJK memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan 

Konsumen) yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran OJK 

No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau 

Informasi Pribadi Konsumen (SEOJK Data Pribadi Konsumen). Secara lebih 

spesifik, pengaturan data konsumen dalam P2PL di atur pula dalam Peraturan 

OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi (POJK Layanan P2PL). Dalam perlindungan 

konsumen sektor jasa keuangan, kerahasian dan keamanan data/informasi 

konsumen merupakan salah satu prinsip yang digunakan. 

 

 

                                                 
27 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta: 

Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54. 



19 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka adanya 

pemeriksaan terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala 

bersangkutan.28 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian 

hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian 

hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku 

manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku 

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga 

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa 

peninggalan fisik maupun arsip.29  

Pada penelitian ini hendak menganalisis secara kualitatif tentang 

implementasi hukum dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Penulis 

akan melakukan wawancara ke pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

                                                 
28 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997,  hlm. 

39. 
29 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.280 
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beralamat di kantor OJK Regional 7 Sumbagsel Jalan Residen H. Abdul Rozal 

No. 99 Palembang 30114. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni suatu cara analisis hasil 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang ditanyakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, 

yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu, penelitian 

harus dapat menentukan data atau bahan hukum yang tidak relevan dan tidak 

ada hubungannya dengan materi penelitian.30 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana data suatu penelitian diperoleh, 

adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian atau lapangan, yang dalam hal ini melakukan wawancara 

melalui sumber informasi dari pejabat OJK Regional 7 Sumatera Bagian 

Selatan Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang 30114. 

 

 

                                                 
30 Ibid, hlm. 193. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum, terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah peraturan dasar, bahan hukum primer 

juga merupakan bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang 

mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang 

terkait objek penelitian, yakni: 

I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

II. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821. 

III. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253. 

IV. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  

V. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi.  
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VI. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 

Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada 

Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 

VII. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 

Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi 

Pribadi Konsumen. 

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berupa 

peraturan pelaksana dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen asli, 

dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, dan pustaka lainnya.31 

 

c) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk ataupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber 

sekunder, yakni literatur-literatur buku, kamus-kamus, media internet, 

skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.32 

 

 

 

 

                                                 
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 

hlm. 142 
32 ibid 
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d) Data Pendukung, Wawancara Kepada Pihak Tekait 

Pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan Palembang kantor OJK 

Regional 7 Sumbagsel Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 

Palembang 30114.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan studi 

kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi 

kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan suatu studi terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dipecahkan.  Penelitian ini juga menggunakan data lapangan dengan melalui 

wawancara secara langsung kepada pejabat atau staff di Otoritas Jasa 

Keuangan beralamat di kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Kota 

Palembang Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang 30114. 

 

5. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel 

berupa Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah sampel dipilih 

berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian 

tersebut maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yakni Pejabat 

atau Staff di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Kegiatan Peer to peer 

lending dan perlindungan konsumen pada kantor OJK Regional 7 Sumatera 
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Bagian Selatan Regional 7 Sumbagsel Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 

Palembang  30114. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu bentuk analisis data yang awalnya panjang dan lebar 

kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis 

data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang menjawab 

permasalahan untuk ditarik kesimpulan.33 

 

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan secara deduktif yakni 

metode berfikir yang merupakan hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian khusus. Kesimpulan yang 

dimaksud disini yakni merupakan jawaban atas perumusan masalah atau 

dalam pernyataan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan juga padat 

tentang kebenaran dari penelitian.34  

 

 

 

 

                                                 
33 Lexi Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya, 2000, hlm. 165 
34 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93. 
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H. Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam penulisan ini, berisikan latar belakang penelitian ini. Latar 

belakang, Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan di jawab nantinya dan menjadi sasaran utama pada 

penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat diadakannya 

penelitian. Setelah itu mengenai kerangka teoritik yang digunakan untuk 

menguraikan beberapa kajian teori –teori yang akan digunakan yang berkaitan 

dengan permsalahan yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan metode 

penelitian yang dipaparkan untuk mengetahui jenis, cara, pendekatan 

penelitian agar diketahui kerangka ilmiahnya. Terakhir yakni sistematika 

pembahasan ilmiah yang berisikan ringkasan alur-alur pembahasan dalam 

skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan umum tentang pinjaman meminjam uang berbasis teknologi 

informasi yang akan membahas pengerian perlindungan hukum, pengertian 

pengawasan, prinsip pengawasan dan tujuan dari perlindungan hukum. 

Tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang akan membahas 

mengenai sejarah OJK, pengertian OJK dan juga fungsi OJK. Tinjauan umum 

tentang financial technology akan membahas mengenai sejarah financial 

technology dan jenis financial technology. Tinjauan umum tentang pinjam 
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meminjam berbasis tekhnologi informasi yang akan membahas mengenai 

pengertian dan subjek PMBTI. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Merupakan pembahasan yang akan menjawab permasalahan skripsi ini, 

dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab kedua yakni mengenai 

perlindungan hukum dan pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang 

secara online. 

BAB IV PENUTUP 

 Merupakan bagian penutup yang akan berisi mengenai kesimpulan dan 

saran yang merupakan bagian terakhir dari penelitian serta analisis yang 

dilakukan. Kesimpulan sendiri berisikan mengenai inti dari penelitian, 

sedangkan saran merupakan langkah-langkah yang diberikan penelitian dalam 

upaya menanggulangi permasalahan yang dibahas.35 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Lichya Tiara Putri, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan 

Perairan”, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 28 
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